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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandanga cara hidup yang mengatur semua Sisi

kehidupan manusi idak upan manusia yang

terlepas dari ajar ermasuk aspek ekonomi 04:14). Salah satu

aspe i yang mendukung kegiatan perekonomian pada odern

adala perbankan.
Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama,
nerima simpanan uan jamkan uang, dan membe jasa

uang. Di dalam sejarahﬂ%mian kaum muslimin , an

yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari

vai

p

tradisi m sejak masa Rasulullah SAW. Praktik-paktik nerima

titip eminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan isnis,

serta melakukan an uang telah lazim semenjak jaman

Rasulullah SAW. perbankan modern,

yaitu menerima defosit, menyalurkal , dan melakukan transfer dana telah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak
zaman Rasulullah SAW (Karim, 2004 : 18).

Lahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 1972

tentang perbankan, semakin memperkokoh kedudukan bank Islam, dengan di

bukanya peluang pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang dapat dilakukan



oleh perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat (Sumitro, 1996
:88). Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro
syariah yang pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi penghimpunan dana
dari masyarakat baik berupa simpanan, yang kemudian disalurkan kepada

kalangan masyarakat bagi yang membutuhkan ataupun berupa pembiayaan yang

berdasarkan prinsip-prinsip syariah
Salah satu ang b i bid

BPRS PNM Al . Berdasarkan Akta No.

kan syariah adalah

ris Gina Riswara

Kos Bandung serta mendapat pengesaha dari Departe kiman

tertan ovember 1993 No. C2-11751.HT.01.01.Th.93, tep tanggal
30 September 1993 secara resmi didirikan Perseroan dengan nama PT. BPR Al

ariah. Kemudian sec?fperasi setelah mendap a
artemen Keuangan RI No. Kep/130/KM.17/1994, tertangga Mei

jalan dengan perkembangannya, pada tahun 2000 BPR Syariah Al

1994.
sil menarik investor untuk menanamkan modaln

penyerta kni: PT. Permodalan Nasional Madani (Perse

sebuah Lembaga Khusus yang sahamn milik pemerintah,

didirikan di Jaka 98, dengan tujuan
utamanya yaitu memberikan solusi Pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan

kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.



Produk unggulan di BPRS Al-ma’soem adalah sebagai berikut:
1.  Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil
sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai
jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian.

2.  Pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan dengan prinsip jual

beli barang pada harga asal d bahan keuntungan yang disepakati,

dengan piha upen asaba mbeli.

3. Rahn (Gada ) adalah pembiayaan yang PRS Al-ma’soem

asyarakat dengan jaminan berupa harta bergerak d gikuti
yariah.

Pembiayaan musyarakah adalah ' biayaan dengan prinsip bagi hasil, yang

inya disesuaikan denga?@yertaan.

biayaan multijasa yaitu suatu pembiayaan sewa yang diber
bank melalui persetujuan terlebih dahulu, setelah jatuh tempo maka nasabah
unasi pokok pinjaman beserta jasa.

atu produk pembiayaan di BPRS Al-ma’soem ada embiayaan

murabakah yang n skim fi er digunakan oleh

yang pali

perbankan syariah skim ju hah. derhana murabahah
adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang
disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjual kembali
dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan

dengan rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, seperti 10%

atau 20%.



Inti dari pembiayaan murabakah itu sendiri adalah bank menjual suatu
barang kepada nasabah dengan menegaskan harga belinya dan nasabah sebagai
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih. Namun pada praktiknya hampir
semua nasabah di BPRS Al-ma’soem yang mengajukan pembiayaan baik untuk

usaha modal, investasi, maupun dalam memenuhi kebutuhan konsumtif, di

antarannya pada kategori pembiaya jasa menggunakan akad murabakah.
Pembiayaa ad layaa erikan oleh bank

syariah kepada n

lam memperoleh manfaat jasa. Pembiayaan

mult ah penyediaan dana berupa transakasi multij arkan

perset au kesepakatan antara bank syariah dan nasabah ya ajibkan

nasabab untuk melunasi utangnya set Sh jangka waktu tertentu sesuai,_dengan

saat akad (Rachmadm?' @252).
embiayaan Multijasa mengguna akad ijarah atau aka alah

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan_ nasabah

pemb yang mewajibkan nasabah pembiayaan u lunasi

hutang annya sesuai dengan akad. Fatwa DSN 44/DSN 111/2004

menjelaskan men gertian dan, ketentuan ntang pembiayaan

multijasa. Dalam n multijasa harus
menggunakan akad ijarah atau kafazlal. Dalam pembiayaan ijarah dimaksud,
bank syariah memperoleh fee dari imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan kesepakatan
awal, yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
Sedangkan dalam akad kafalah, berdasarkan fatwa DSN- MUI NO: 11/DSN-

MUI/IV/2000 adalah dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering



memerlukan penjaminan dari pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh
penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua
atau yang ditanggung (makfil ‘anhu, ashil).

Dalam pembiayaan multijasa (dana pendidikan) di BPRS Al-ma’soem

terdapat perbedaan penerapan akad yang seharusnya pembiayaan multijasa

menggunakan akad ijarah atau ka tapi pada aplikasinya di BPRS Al-

ma’soem menggu d mur . Untu snya, berikut alur

pembiayaan multi m bentuk bagan menurut F dan praktiknya di
BPR oem.

Gambar 1.1 Bagan Pembiayaan Multijasa
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Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/V11/2004 Praktik di BPRS Al-Ma’soem



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa pada aplikasinya pembiayaan
multijasa pada dana pendidikan yang diajukan oleh nasabah menggunakan akad
murabakah, padahal Fatwa DSN telah mengatur tentang pembiayaan multijasa
boleh dilaksanakan dengan menggunakan akad ijarah atau menggunakan akad

kafalah. Berdasarkan permasalah tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti

lebih lanjut mengenai aplikasi aka hah dalam pembiayaan multijasa di
BPRS PNM Al-M T r ‘

B.R asalah

arkan latar belakang masalah, penulis merum

penelitian kedalam beberapa pertanyaal

aimana proses pembi ‘{ﬁjésa dengan menggu
urabahah di BPRS PNM Al-Ma’soem?
2. a manfaat dan risiko dari pembiayaan multijasa (dana pendidikan)
menggunakan akad murabakah di BPRS PNM Al-

ana kesesuaian pembiayaan multijasa di BPRS P a’soem

3.
Kabupaten dengan Fa'a DSN No
C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

/MUI/V11/2004.

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan multijasa dengan menggunakan

akad murabahah di BPRS PNM Al-Ma’soem.



2. Untuk mengetahui manfaat dan risiko dari pembiayaan multijasa (dana
pendidikan) dengan menggunakan akad murabakah di BPRS Al-
Ma’soem?

3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan multijasa di BPRS
PNM Al-Ma’soem Kabupaten Bandung dengan Fatwa DSN Nomor

44/DSN/MUI/V11/2004.

D. Kegunaan Pe

an ini diharapkan dapat memberikan manfaat bai eoritis
maupu S, yaitu:

1. ecara teoritis

rapkan penelitian ini rii<an sumbangan yang

ber at bagi para akademisi dalam gka penerapan dan peng gan

disiplin keilmuan muamalah.
2. raktis

nelitian ini diharapkan dapat memberikan sumb informasi

yang bermanfaat syarakat umum, khusus pihak yang terlibat

dalam perbankan s

E. Kerangka Berpikir
Setiap interaksi manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan
harus sesuai dan tidak boleh bertengtangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah



transaksi yang kita lakukan dikatakan sah menurut hukum ataukah sebaliknya
(Yadi Janwari, 2005: 130).

Salah satu prinsip dari muamalah adalah akad yang dilakukan hendaknya
terbebas dari unsur gharar (penipuan), kedzaliman, dan unsur lain yang dilarang

Allah SWT vyang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan serta

mendatangkan kemadharatan.
Akad adapatan tu pe

lebih untuk mel an atau tidak melakukan

ara dua pihak atau

n hukum tertentu

.badilag.net. Tentang akad. 13/05/2013. 09.00)
-rukun dari akad menurut (Hendi Suhendi, 2010: adalah
sebagai berikut:

id ialah orang yang @?ﬁ ﬂﬁ;dang masing-masing

ri satu orang, terkadang terdiri (&beberapa orang.

a’qud -alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda
jual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pe dalam

dai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafa

3. Maudhi’ mengadakan akad.

Berbeda ak pokok alam akad jual beli

tujuan akadnya adalah memin an barang dari penjual kepada pembeli
dengan di beri ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari
pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti

(‘iwadh). Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang

kepada yang lain tanpa ada pengganti.


http://www.badilag.net/

4. Shighat al ‘agh ialah ijab dan gabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendakanya
dalam mengadakan akad, sedangkan gabul ialah perkataan yang keluar
dari pihak yang berakad pula. Yang diucapkan setalah adanya ijab.
Pengertian ijab gabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga

penjual dan pembeli dalam i, sesuatu terkadang tidak berhadapan,

misalnya s ang nan ‘beli mengirimkan
mene j

uang mel waesel dan pembeli alah tersebut dari

pembentuk agad atau akad mempunyai Syarat y entukan

syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

at-syarat yang ber?rg yaitu syarat-syarat
mpurna wujudnya dalam agal akad.
Kedua oarang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah

d orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang g yang

ada dalam pengampuan (mahjir) karena boros atau ainnya.

b. Yang bjek akad dapat meneri ya.

c. Akadit an ole ukan 0 ng yang mempunyai

hak melakukannya walaupuf‘dia bukan agid yang memiliki barang,
d. Jaganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli
mulasamah.

e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn

dianggap sebagai imbagan amanah.
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f. ljab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka orang
yang beijab mencabut kembali ijabnya sebelum gabul, maka batallah
ijabnya.

g. ljab dan gabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab

sudah berpisah sebelum adanya qgabul, maka ijab tersebut menjadi
rsif,aitu‘at yang wujudnya
bagian akad. Syarat khusus juga disebut syarat

tambahan) yang harus ada disamping akad umu Syarat

batal.

2. Syarat-syar

wajib ada

saksi dalam pernikahan.

Macam-macam dari akad adalah sebagai berikut:

d Munjir yaitu ak?i%&ksanakan langsung
lesainya akad. Pernyataan akad g diikuti dengan pelaksa kad
ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula
an waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

u’allaqg ialah akad yang didalam pelaksanaannya at syarat-

akad. Mi

Syarat yan entuan penyerahan

barang-bara i aran.

3 ‘Agad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-
syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang
pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan. Perkataan
ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum

sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.
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Murabahah adalah istilah dalam Figh Islam yang berarti suatu bentuk jual
beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga
barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut,
dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan ( Ascarya, 2011:81).

Pembiayaan muragbakah merupakan bentuk penyaluran dana yang Kini

sedang digemari, hal ini terbukti d us meningkatnya persentase jumlah

pembiayaan tiap .a i al- hah se‘ berasal dari kata

Y & 1») yang berati untung. Dengan kata lain berarti mengusahakan

dalam perdagangan (Muhmud Yunus, 1995:146). Jadi“murabakah
ahasa adalah saling mengur‘ gkan kedua belah pihak. S
—

ilah sebagaimana telah ‘ n oleh ibn Rusyd alam

hid wa nihayat al-Muqtashid, murabajzah adalah penjualan
an harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia m aratkan
gan dalam jumlah tertentu (Ibnu Rasyid, 1990:181 serupa

diungkapkan oleh M. Rifa’i (2002:61) menurutnya, pengertian murabakah adalah

jual beli barang de ahan yan h disepa edua belah pihak.

Prinsip muraba/kah ini dia 1 perbankan Syari’ah sebagai salah
satu prinsip atau produk dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Di perbankan
syari’ah, ba’i al-murabahah dipraktikkan sebagai produk pembelian suatu barang
dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin fee) yang disetujui
secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai

pembeli.
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Pada akad muraba/kah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang
dibutuhkan oleh pembeli, yaitu bank membelikan terlebih dahulu barang yang
dibutuhkan oleh nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier
yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Kemudian bank menetapkan harga jual
barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah. Nasabah dapat

melunasi pembelian barang ters gan cara sekaligus (tunai) atau

apat melakukan kegia&ﬁaan dana harus

pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, karena dalam dalam

mengangsur (cicil

Bank Sy

berp

garis emukakan ayat-ayat yang berkenaan dengan kehi anusia

dalam bermuamalat, seperti melakukaikinjaman, gardh, wadi’ah, dan termasuk
' gan akad murgbapah,

asar hukum ba’i al-mur ha&rdapat pada Al-Qur’an, h

“Wahai orang-orang yang beriman!™Jalanlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku antara suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu.” (Sunarjo,dkk.
1990: 107-108).
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Maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang mengambil harta orang
lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perniagaan yang
berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan
harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, yaitu

agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat

perlindungan dan tidak dapat digan t. Hak milik pribadi, jika memenuhi

nisabnya, wajib di akatn ewajiwntuk kepentingan
Agama, Negara d innya. Dan sekalipun seseo punyai harta yang

nyak pula orang yang memerlukannya dari gol ongan

bany

yang b enerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak bole | begitu

saja tappa izin pemiliknya atau tanpa {‘Bnurut prosedur yang sah. Mencari harta
dengan cara berniagm‘ g\/ beli dengan dasar ker:

ak tanpa suatu paksaan. K% jual beli yang dilakukan denga

tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Orang lain baik individu atau

masy. indakan memperoleh harta dengan cara yang isalnya

mencurt, »*berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengur mbangan,
suap menyuap, da

wa. .
Selanjutnya ayat Jelaskan a Allah melarang

membunuh diri, ialah membunuh dif¥" sendiri, tetapi yang di maksud ialah

membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti
membunuh diri sendiri, sebab orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai

dengan hukum gisas. Dilarang membunuh sendiri karena perbuatan itu termasuk
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perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak
percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah.

Kemudian ayat tersebut di akhiri dengan penjelasan bahwa Allah telah
melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan

membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu karena kasih sayang Allah kepada

hamba-Nya demi kebahagiaan h ka di dunia dan akhirat. Ayat ini

i ‘
emasukkannya ke dala

sang bagi Allah, karena tidak ada sesuatu yang da antah,

memberikan peri k orang lain dan

menganiayanya, yang demikian itu

merint u menghalang-halangin-Nya (Kementrian Agama RI, 54).

yat di atas dipertegas oleh h its yang diriwayatkan oleh Ibnu_Majah,

a Rasulullah SAW ber? gasan 1989:452).

A :\f}ﬂ\u.@...au% :J 6 Al g wmdl.pgs\

wow}@m%@mﬁdwm‘w
“dari , bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: tiga p a berkat

padanya, jual beli po, dah bergiradl, dan r gandum dengan

sya'ir untuk keper: h bukan unguk dijual” ( ajah dari Shuhaib)
(Ibnu Majah, Juz 1
Senada dengan hadist di a kaidah figh dibawah ini juga

menyebutkan bahwa segala bentuk muamalah (jual beli) itu diperbolehkan selama

tidak ada dalil yang mengharamkannya.
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o o% Q/TQ

Wi Je s Ji b NEEEaN B EE IR WA

“Hukum Asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya” (Djajuli, 2006:130)

Dengan landasan-landasan di atas, dapat disimpulkan bahwa murabakah

adalah salah satu jenis jual-beli yang dibenarkan oleh syari’ah dan merupakan

implementasi muamalah zijariyyah I bisnis). Dalam melaksanakan suatu

akad, terdapat ruk rat sah arus dip itu juga dalam ba’i

al-murabahah terdapa un dan syarat yang harus “dipenuhi setiap pembelian

dan karena rukun dan syarat jual-beli, dalam pengerti rukun

dan sy erupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tan atau

lembaga, sehingga apabila tidak ada h satu elemen tersebut maka
SN

atakan batal (Nasrun 07:227-121).

Rukun murabakah. Munurut Hendi Suhendi (2002:70) adala

berikut:

1. jab Qabul)

2. Orang-orang yang melakukan akad.

3. Ma’qud ‘a k Akad). ’
Adapun syarat-Syarat mu’srun Haroen,;*2007:115-118) yang

harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat dalam akad (ijab gabul) yang harus dipenuhi adalah sebagai
berikut: orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, gabul

sesuai dengan ijab, ijab dan gabul dilakukan dalam satu tempat.
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2. Syarat orang-orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut: berakal,
dan orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda.

3. Syarat-syarat objek adalah sebagai berikut: barang itu ada atau jika tidak
ada ditempat maka penjual menyanggupi pengadaan barang tersebut,
barang tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, milik seseorang,

diserahkan pada saat akad sung atau pada waktu yang telah

Syarat-syarat yang berkait“n rukun jual beli,

harus dipenuhi adalah:

disepakati.

Disampin

sah jual beli. Suatu jual beli dikatakan sah apabila:

Jual beli tersebut terhindar dari cacat, seperti kriteria bara
diperjual belikan it? ahui baik jenis, kuali
kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksa

~ dan madharat.

yang

bila barang yang diperjual belikan tersebut benda , maka

kepemilikan dapat langsung berpindah, nam a barang

terseb barang bergerak, maka selesaikan terlebih
dahulu

2. Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli adalah:
a. Jual beli baru boleh dilaksanakan jika pihak yang berakad mempunyai

kekuasaan untuk melakukan jual beli. Maksudnya barang tersebut milik

sendiri, bukan milik orang lain atau hak orang lain.
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b. Akad jual beli tidak boleh dilakukan jika orang yang melakukan akad.
Maksudnya adalah jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara
mewakilkan, maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak
yang mewakilkan.

3. Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum jual beli. Jual beli baru

bersifat mengikat apabila ju terbebas dari segala macam khiyar

(hak pilih uskan bata li). Jika jual beli itu
but tidak bersifat

masih me hak khiyar, maka jual

at dan masih boleh dibatalan.

-bentuk kelalaian yang sering terjadi dalam jual be barang

yang dijual bukan milik penjual, atau barang yang diperjual belikan rusak sebelum
angan pembeli, atau\N diserahkan tidak se
ang disetujui, resiko yang harus nggung adalah ganti rugi

yang lalai.

F. Lang ngkah Penelitian

Langkah p salah satu g diperlikan dalam

penelitian unntuk tian yang dilakukan
oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Ma’soem
Bandung (BPRS PNM Al Ma’soem) yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek

No. 01 Bandung. Karena di BPRS Al-ma’soem pada pembiayaan multijasa (dana
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pendidikan) terdapat ketidak sesuaian akad, dimana pada ketentuannya
pembiayaan multijasa hukumnya boleh (ja'iz) dengan menggunakan akad ijarah
atau kafalah seperti yang telah diputuskan oleh Fatwa DSN Nomor 44/DSN-
MUI/V11/2004 tentang pembiayaan multijasa. Akan tetapi pada mekanismenya di
BPRS PNM Al-Ma’soem kabupaten Bandung, pembiayaan multijasa (dana

pendidikan) menggunakan akad

m‘
ang digunakan adalah m&iptif, yakni metode

yang rkan atau menggambarkan Aplikasi akad mu dalam

2. Metode Pe

Metode pe

pembi ultijasa (dana pendidikan) di BPRS PNM AL-Ma’so upaten

Bandung. Sehingga penulis dapat mi‘buat deskripsi, gambaran ataulukisan

\

atis.

‘o X

nis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data _kualitatif.
adalah data yang pengumpulannya tidak dipandu tetapi

gan (Beni

Data

dipandu akta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian d

Ahmad Saebani, 123). Adapun data yan n dalam penelitian

adalah sebagai beri
a. Mengetahui proses pembiayaan multijasa di BPRS PNM Al-Ma’soem.

b. Mengetahui manfaat dan risiko dari pembiayaan multijasa (dana
pendidikan) dengan menggunakan akad murabahah di BPRS PNM

Al-Ma’soem Kabupaten Bandung.
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c. Mengetahui kesesuaian pembiayaan multijasa di BPRS PNM Al-
Ma’soem Kabupaten Bandung dengan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-
MUI/V11/2004.

4. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian,

yaitu sumber data primer dan sum ekunder (Cik Hasan Bisri, 2001:64).
Adapun yang menj mer ekund elitian ini adalah:

a. Sumb rimer

ber data primer diperoleh secara langsung dari ncara

lou Dewi selaku kepala bidang HRD ( esouch

Development), dan Bapak Bayu Setiadi selaku kepala marketing, serta
a DSN Nomor 4 mVII/2004 Tentang
ultijasa. / \
~ Sumber Data Sekunder
*ber data sekunder yaitu data yang diperoleh d‘ yang
ngan dengan masalah penelitian baik berupa buk , Website,

dan infor bungan den ah yakni mengenai

mekanisme n multijasa (dana
pendidikan) di BPRS Kabupate

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data di atas, penulis menggunakan teknik-teknik

sebagai berikut:
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a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung dengan pimpinan dan
staf yang khusus menangani bagian produk pembiayaan di Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ma’soem PNM Kabupaten Bandung pada

bulan Mei yang dilengk

n dokumen-dokumen yang dapat

k

mendukun litian 1

b. Obser

Teknik ini digunakan untuk melihat dan me secara

g bagaimana Aplikasi akad murabakah dala biayaan

ultijasa (dana pendidikan) i)BPRs PNM Al-Ma’soem Kabupaten
dung. -
. Studi Kepustakaan ’ R

" Yaitu untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada

ya dengan topik penelitian. Artinya studi an ini

an sebagai sarana untuk mengumpulkan data uku yang

berhubung masalah-masalah yang ti.
6. Analisis Da

Adapun langkah terakhir yang*dilakukan peneliti adalah menganalisis
data. Analisis data dilakukan yang peneliti lakukan menggunakan metode
kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti
menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan sampai

peneliti mendapatkan seluruh data, dengan cara:
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a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer
maupun dari sumber data sekunder

b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam satuan-satuan permasalahn
sesuai dengan perumusan masalah.

c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana

an mengacu kepada

peru alah dan tujuan penelitian.
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